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7.6
keharusan memenuhi ketentuan

ketentuan yang mengindikasikan satu atau lebih cara untuk memenuhi

persyaratan dalam dokumen normatif.

7.7
ketentuan deskriptif

ketentuan untuk kesesuaian dengan peruntukan yang memperhatikan

karakteristik produk, proses atau jasa.

CATATAN Ketentuan deskriptif umumnya memuat desain, detil konstruksi

dan sebagainya dengan dimensi dan komposisi material.

7.8

ketentuan kinerja

ketentuan untuk kesesuaian dengan peruntukan yang memperhatikan
perilaku produk, proses atau jasa dalam penggunaannya atau yang

berkaitan dengan penggunaannya.

8 Struktur dokumen normatif

8.1
batang tubuh (dokumen normatif)

kumpulan ketentuan yang terdiri dari substansi dokumen normatif.

CATATAN 1 Untuk standar, batang tubuh terdiri dari elemen umum
berkaitan dengan subyek dan definisi serta elemen utama yang memuat

ketentuan.

CATATAN 2. ...
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CATATAN 2 Untuk kemudahan, beberapa bagian dari batang tubuh
dokumen normatif dapat berbentuk lampiran ("lampiran normatif') namun

lampiran (informatif) lain hanya merupakan elemen tambahan.

8.2
elemen tambahan
informasi yang terdapat dalam dokumen normatif tetapi tidak

mempengaruhi substansinya.

CATATAN Sebagai contoh pada standar, elemen tambahan dapat berupa
detil publikasi, prakata dan catatan.

9 Persiapan dokumen normatif

9.1
program standar
jadwal kerja badan standardisasi, yang menguraikan kegiatan

standardisasi yang sedang berlangsung.

0.1.1
proyek standar

kegiatan spesifik dalam program standar.

9.2
konsep standar
usulan standar yang siap untuk ditanggapi, dikonsensuskan atau untuk

disetujui.

9.3. s
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9.3

masa berlaku

masa berlaku dokumen normatif, sejak tanggal diberlakukan ("tanggal
efektif’) hingga tanggal penarikan kembali pergantiannya, berdasarkan

keputusan lembaga yang bertanggung jawab.

9.4
peninjauan kembali
kegiatan memeriksa dokumen normatif untuk menentukan apakah akan

diberlakukan kembali, diubah atau dicabut.

9.5
koreksi
memperbaiki kesalahan cetak, kesalahan bahasa atau kesalahan lain

pada dokumen normatif yang diterbitkan.

CATATAN Bila perlu hasil koreksi dapat disampaikan dengan menerbitkan
lembaran koreksi terpisah atau sebagai edisi baru dokumen normatif

tersebut.

9.6
amandemen
modifikasi, penambahan atau penghapusan bagian tertentu dari isi

dokumen normatif.

CATATAN Hasil amandemen dokumen normatif umumnya disampaikan

dengan menerbitkan lembaran amandemen secara terpisah.

9.7
revisi
memasukkan semua perubahan yang diperlukan pada substansi dan

penyajian dokumen normatif.
CATATAN. ...
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CATATAN Hasil revisi disampaikan dengan menerbitkan edisi baru

dokumen normatif tersebut.

9.8
cetak ulang

cetakan baru tanpa perubahan dari dokumen normatif.

9.9
edisi baru
cetakan baru yang mencakup perubahan dokumen normatif edisi

sebelumnya.

CATATAN Meskipun hanya isi lembar koreksi atau lembar amandemen
ditambahkan pada teks dokumen normatif, terbitan baru ini disebut edisi

baru.

10 Implementasi dokumen normatif

CATATAN Dokumen normatif dapat "diterapkan" dengan dua cara
berbeda. Yaitu diterapkan di produksi, perdagangan dsbnya, atau dapat
diambil alih sebagian atau secara keseluruhan ke dalam dokumen
normatif lain. Kemudian, dokumen normatif tersebut dapat diterapkan,

bahkan dapat dimuat kembali kedalam dokumen normatif lainnya.

10.1

mengambil alih standar internasional (dalam dokumen normatif nasional)
penerbitan dokumen normatif nasional berdasarkan standar internasional
yang relevan, atau penetapan bahwa standar internasional tersebut setara
dengan status dokumen normatif nasional, disertai identifikasi deviasi

standar internasional tadi.
CATATAN. ...
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CATATAN Kadang-kadang digunakan istilah "adopsi” untuk konsep "ambil

alih" contoh: "adopsi standar internasional ke dalam standar nasional".

10.2
penerapan dokumen normatif

pemakaian dokumen normatif dalam produksi, perdagangan dan

sebagainya.

10.2.1
penerapan langsung dari standar internasional
penerapan standar internasional tanpa memperdulikan pengambilalihan

standar internasional tersebut ke dalam dokumen normatif lain.

10.2.2
penerapan standar internasional secara tak langsung

penerapan standar internasional setelah standar internasional diambil

alih ke dalam dokumen normatif lain.
11 Standar yang diacu dalam regulasi

11.1
standar yang diacu (dalam regulasi)

satu atau lebih standar yang diacu sebagai pengganti ketentuan rinci

dalam regulasi.

CATATAN 1 Standar yang diacu dilakukan dengan memberi tanggal, tanpa

tanggal atau secara umum, dan bersifat eksklusif atau indikatif.

CATATAN 2 Standar yang diacu dapat dikaitkan dengan ketentuan legal
yang lebih umum seperti tahap perkembangan terkini (state of the art)
atau kaidah teknologi yang diakui (acknowledged rule of technology).

Ketentuan seperti ini dapat berdiri sendiri.
112, ...
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11.2

presisi acuan

11:2:1

acuan bertanggal (pada standar)

acuan terhadap standar yang mengidentifikasikan satu atau lebih standar
spesifik sedemikian hingga revisi standar sesudah tanggal yang

dicantumkan tidak boleh diterapkan tanpa mengubah regulasinya

CATATAN Standar umumnya diidentifikasi dengan nomor dan tanggal

atau edisinya. Judul standar dapat juga diberikan.

11.2.2

acuan tanpa tanggal (pada standar)

acuan terhadap standar yang mengidentifikasi satu atau lebih standar
spesifik sedemikian sehingga revisi dari standar yang dilakukan kemudian

dapat diterapkan tanpa perlu memodifikasi regulasi.

CATATAN Standar hanya diidentifikasi dengan nomor. Judul standar
dapat juga diberikan.

11.2.3

acuan umum (ke standar)

acuan terhadap standar yang menunjukkan semua standar dari lembaga
tertentu dan/atau standar bidang tertentu tanpa identifikasi masing-

masing.

{ B < J
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11.3 Kekuatan acuan

11.8.1

acuan eksklusif (ke standar)

acuan terhadap standar yang menyatakan bahwa satu-satunya jalan
untuk memenuhi persyaratan relevan dari suatu regulasi teknik adalah

dengan memenuhi standar yang diacu

11.3.2

acuan indikatif (ke standar)

acuan terhadap standar yang menyatakan bahwa salah satu cara untuk
memenuhi persyaratan relevan dari suatu regulasi teknik adalah dengan

memenuhi standar yang diacu

CATATAN Acuan indikatif ke standar merupakan bentuk dari keharusan

untuk memenuhi ketentuan.

11.4

standar wajib

standar yang wajib diterapkan akibat berlakunya perundang-undangan
umum atau adanya acuan eksklusif dalam regulasi.

12 Penilaian kesesuaian

Istilah dan definisi yang terkait dengan penilaian kesesuaian diberikan
pada ISO/IEC 17000.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
W
~

BAMBANG SETIADI
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11.3.1
acuan eksklusif (ke standar)

ata
cuan terhadap standar yang meny ; |
» relevan dari suatu regulasi teknik adalah

kan bahwa satu-satunya jalan

untuk memenubhi persyaratan

dengan memenuhi standar yang diacu

11.3.2

acuan indikatif (ke standar)

acuan terhadap standar yang menyatakan bahwa salah satu cara untuk
memenuhi persyaratan relevan dari suatu regulasi teknik adalah dengan

memenuhi standar yang diacu

CATATAN Acuan indikatif ke standar merupakan bentuk dari keharusan

untuk memenuhi ketentuan.

11.4
standar wajib
standar yang wajib diterapkan akibat berlakunya perundang-undangan

umum atau adanya acuan eksklusif dalam regulasi.

12 Penilaian kesesuaian

Istilah dan definisi yang terkait dengan penilaian kesesuaian diberikan
pada ISO/IEC 17000.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
ttd

BAMBANG SETIADI
Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Organisasi dan Humas,

uliantino, MM.
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